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BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

       Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 1992 pasal 3 tentang Kesehatan bahwa pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal 
. Oleh karena itu untuk mencapai tujuan tersebut pemerintah Indonesia berencana menjadikan Indonesia sehat, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 1990 tentang Pokok-Pokok Kesehatan yang berbunyi “setiap warga Negara berhak memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya”. Ketentuan tersebut menjadi dasar penyelenggara kegiatan seperti pencegahan dan pemberantasan penyakit, pencegahan dan penanggulangan pencemaran, pemulihan kesehatan, serta penerangan dan pendidikan kesehatan kepada masyarakat.

       Kesehatan merupakan Hak Asasi Manusia yang harus diwujudkan dalam bentuk pemberian upaya kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau untuk seluruh lapisan masyarakat.
 Oleh karena itu dalam peraturan perundang-undangan kesehatan, Apoteker berperan penting untuk bertanggung jawab dalam menjamin penggunaan obat dan alat kesehatan sesuai indikasi, efektif, aman dan terjangkau oleh pasien melalui penerapan pengetahuan, keahlian dan keterampilan. Maka, tanggung jawab Apoteker yang semula hanya terfokus pada pengelolaan obat sebagai komoditi pelayanan yang komprehensif yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dari pasien sesuai dengan Kepmenkes RI Nomor 1027 / Menkes / SK / IX / 2004 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian yang merupakan salah satu landasan bagi seorang Apoteker dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian, selain landasan etika moral juga landasan dalam ilmu kefarmasian.

       Sebagai seorang Apoteker yang bekerja dibidang Farmasi dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan perilaku untuk dapat melaksanakan interaksi langsung dengan pasien. Bentuk interaksi tersebut antara lain adalah melaksanakan pemberian informasi, monitoring yang berkaitan dengan penggunaan obat dan mengetahui tujuan akhirnya sesuai harapan dan terdokumentasi dengan baik. Seorang Apoteker harus memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (medication error) dalam proses pelayanan. Oleh sebab itu dalam menjalankan prakteknya harus sesuai standart yang ada untuk menghindari terjadinya hal tersebut. Apoteker harus mampu berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lainnya dalam menetapkan terapi untuk mendukung penggunaan obat yang rasional.
 
       Selain itu Apoteker juga dituntut untuk bertanggung jawab dan berperan untuk meningkatkan pelayanannya serta harus mempunyai niat baik dengan tidak terlibat konspirasi penjualan bebas terhadap obat keras terutama obat-obatan yang dilarang peredarannya kepada semua pihak yang dianggap tidak berhak untuk memilinya. Oleh karena itu, Apoteker dituntut harus mentaati peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan praktek dalam profesi tersebut dan etika tentang penyaluran sediaan farmasi, terutama obat keras dan obat-obat yang dilarang peredarannya secara bebas. Dengan demikian, Apoteker mempunyai potensi untuk meningkatkan dampak pengobatan dan kualitas hidup pasien dalam berbagai sumber dan mempunyai posisi sendiri yang layak dalam sisitem pelayanan kesehatan serta dalam melaksanakan pengabdian profesi kepada masyarakat.

2. Rumusan Masalah

       Perumusan masalah dalam suatu penelitian merupakan hal yang sangat penting karena digunakan untuk mempermudah dalam meneliti seputar tanggung jawab seorang Apoteker agar informasi tersebut dapat terarah dan sasaran yang ingin dicapai lebih jelas sesuai dengan yang diharapkan.

Berdasarkan hal yang telah diutarakan melalui uraian diatas, maka dapat ditarik beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tanggung jawab seorang Apoteker dalam pelayanan kesehatan terhadap masyarakat.

2. Bagaimana perlindungan hukum konsumen terhadap penggunaan obat yang dibuat atau diracik oleh apoteker menurut ketentuan perundang-undangan. 
3. Penjelasan Judul

       Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus pendidikan profesi dan telah mengucapkan sumpah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhak melaksanakan pekerjaan kefarmasian diindonesia sebagai Apoteker. Pada hakekatnya Apoteker adalah suatu profesi yang mengabdi kepada manusia dan kemanusiaan artinya profesi Apoteker lebih mendahulukan kepentingan kesehatan masyarakat diatas kepentingannya sendiri. Apoteker dalam melaksanakan pekerjaannya harus bisa mempunyai kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik. Seperti diketehui saat ini bahwa Apoteker harus bertanggung jawab untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat agar masyarakat tidak tabu terhadap obat dan ilmu kesehatan. Oleh karena itu dalam pelayanan kesehatan Apoteker hendaknya senantiasa menempatkan kesehatan dan kesejahteraan pasien sebagai tujuan utama.

       Seorang Apoteker harus bisa bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesehatan yang komprehensif yang ditujukan kepada individu, keluarga, dan masyarakat baik sakit maupun sehat yang mencakup seluruh proses kehidupan manusia. Maka dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya tersebut seorang Apoteker harus berpegang teguh kepada kode etik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menghormati profesi-profesi lain yang saling ada keterkaitan dalam menciptakan suatu kondisi yang diinginkan yaitu tercapainya derajat kesehatan yang optimal bagi setiap orang sesuai dengan tujuan pembangunan dibidang kesehatan.
Sifat dan pelayanan tersebut difungsikan agar tercapainya kemandirian klien atau pasien dalam memenuhi kebutuhan dasarnya secara optimal untuk diberikan kepada seluruh siklus kehidupan manusia yang bersifat berkelanjutan sepanjang klien atau pasien membutuhkan bahkan sampai klien atau pasien menjelang akhir hayat.
4. Alasan Pemilihan Judul

       Penulisan pemilihan judul sebagaimana tertera diatas sekaligus untuk menjadi bahan penulisan skripsi, karena saat ini sudah semakin meningkat terjadi peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan peran seorang Apoteker dalam tugasnya serta tanggung jawabnya dalam bidang kesehatan. Oleh karena itu, apabila terdapat kerugian sebagai akibat dari kesalahan (kelalaian) seorang Apoteker akan menjadi baban yang mau tidak mau harus dipikul oleh pihak pasien.

       Dengan kejadian seperti ini, perlu adanya suatu perlindungan terhadap konsumen (pasien) yang diatur dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen tahun 1999 pasal 1 ayat 1 “perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”
 dan juga perlu adanya hak konsumen yang diatur dalam pasal 4 ayat 1 “hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan / atau jasa”.

Maka dengan adanya ketentuan Undang-Undang tersebut akan meminimalkan kesalahan (kelalaian) Apoteker serta kejadian-kejadian yang negative dan fatal dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

5. Tujuan Penelitian

       Suatu penelitian harus memiliki tujuan yang jelas. Hal ini diperlukan untuk mengetahuai apa yang sebenarnya di cari, sehingga memberikan arah dalam melangkah sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian. Selain itu, saya mengharapkan agar bahan skripsi ini dapat menambah wawasan Ilmu Pengetahuan Hukum dan mendatangkan manfaat bagi kalangan yang berkepentingan khususnya bagi para mahasiswa yang masih menjalankan proses perkuliahan.
Tujuan penelitiannya dibedakan 2 yaitu :

a. Tujuan Akademik adalah sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra Surabaya.
b. Tujuan Praktis adalah untuk menjelaskan pemahaman tentang undang-undang kesehatan serta tanggung jawab seorang Apoteker dalam melaksanakan tugasnya untuk memberikan pelayanan dibidang medis, pengobatan, dan informasi tentang obat.
6. Manfaat Penelitian
       Dengan memahami permasalahan yang ada diatas nantinya diharapkan dapat bermanfaat bagi diri seorang Apoteker itu sendiri, pasien yang ditangani serta bagi profesi Apoteker pada umumnya. Disamping itu juga adanya pengakuan hukum serta adanya perlindungan hukum terhadap Apoteker yang melakukan atau menjalankan pelayanan medis terhadap pasien.
7. Metode Penelitian

a. Tipe Penelitian
       Dalam upaya menjelaskan dan menggambarkan permasalahan tentang Apoteker dalam upaya memberikan pelayanan dibidang kesehatan (obat). Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis normatif dengan tipe kajian hukum yang normatif.

       Penelitian hukum yang normatif dimaksudkan bahwa dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan peraturan hukum yang berlaku dengan membandingkan pada fakta dan kenyataan yang terdapat ditengah-tengah kehidupan yang ada dalam masyarakat. 
b. Pendekatan Penelitian

       Kajian hukum yang normative menggunakan masalah berupa pendekatan perundang-undangan (statue approach). Pendekatan tersebut berkaitan dengan pokok bahasan, khususnya yang menyangkut tentang pelayanan dibidang pengobatan, serta yang berkaitan dengan pokok masalah yang dibahas yaitu tentang tanggung jawab Apoteker
c. Langkah Penelitian

       Dalam langkah penelitian menggunakan pengumpulan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang menjelaskan tentang permasalahan tugas dan tanggung jawab seorang Apoteker guna melaksanakan pelayanan kesehatannya kepada masyarakat. Langkah dalam penelitian tersebut harus berdasarkan peraturan yang berlaku dengan membandingkan pada fakta dan kenyataan yang terjadi dalam praktek ditengah-tengah kehidupan nyata, sehingga nantinya akan mendapatkan suatu ksimpulan akhir sebagaimana kenyataan yang ada dalam masyarakat.
8. Sistematika Pertangungjawaban

       Berdasarkan rumusan permasalahan penelitian ini, saya membagi penulisan dalam 4 bab yang masing-masing terdiri dari beberapa sub bab, yaitu :
BAB I

PENDAHULUAN 

       Yang mendiskripsikan tentang latar belakang masalah yang menjadi alasan penting kajian hukum ini dilakukan, kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah sebagai pokok bahasan kajian hukum ini, serta tujuan dan manfaat penelitian ini mengapa dilakukan.

Uraian tentang metode penelitian sebagai instrument kajian apakah langkah-langkah kajian dalam penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan.

BAB II
TANGGUNG JAWAB APOTEKER DALAM PELAYANAN KESEHATAN 
       Yang mendiskripsikan tentang tugas seorang Apoteker Profesional dalam praktek Kefarmasian dan kejasamanya dengan dokter guna menginformasikan kepada pasien agar mudah dipahami / tidak terjadi kesalah pahaman dan keraguan dalam pemakaian obat oleh sipenderita sakit, dan agar masyarakat juga mengetahui tentang obat dengan semestinya supaya tidak di gunakan sembarangan, karena ada beberapa obat yang jika dipakai terus-menerus bisa menyebabkan ketergantungan pada sipenderita sebab kenyataannya obat bisa menjadi racun walaupun fungsi obat adalah ujntuk meninkatkan kesehatan, mencegah penyakit, menyembuhkan serta memelihara kesehatan.
Oleh karena itu dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, seorang Apoteker harus menggunakan teoritik dari berbagai dasar ilmu kefarmasian sebagai landasan untuk melalukan tindakan kefarmasian dalam pelayanan kesehatan terutama tentang obat.

BAB III

PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP OBAT YANG DI BUAT MENURUT KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN

       Yang mendiskripsikan tentang tugas seorang Farmasi Apoteker untuk memberikan perlindungan hukum konsumen yang sudah tercantum atau dituangkan dalam bentuk Undang-Undang yaitu UU No 8 tahun 1999 terhadap pengguaan obat yang dibuat atau diracik oleh Apoteker dengan aman, benar, higienis dan sesuai standart serta komposisi yang rasional. 
BAB IV
PENUTUP

       Merupakan bagian akhir dari penelitian yang terdiri dari bagian kesimpulan yang merupakn jawaban singkat terhadap permasalahan yang dirumuskan. Sedangkan bagian saran merupakan sumbangan pemikiran dan usulan dengan harapan adanya manfaat yang dapat diambil atau dignakan baik sebagai penambah wawasan ilmu pengetahuan dibidang hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya bagi mahasiswa yang masih menjalani proses perkuliahan di Fakultas Hukum serta masyarakat lainnya. 

BAB II

TANGGUNG JAWAB APOTEKER DALAM PELAYANAN KESEHATAN

1. Penggolongan dan Pembaian Obat

       Obat adalah semua bahan tunggal atau campuran yang dipergunakan oleh semua makhluk untuk bagian dalam atau luar, guna menacegah, meringankan ataupun menyembuhkan penyakit.

Menurut Undang-Undang yang dimaksud Obat ialah :

Suatu bahan atau bahan-bahan yang dimaksudkan untuk dipergunakan dalam menetapkan diagnosa, mencegah, mengurangi, menghilangkan, menyembuhkan penyakit atau gejala penyakit, luka atau kelainan badaniyah atau rohaniyah pada manusia atau hewan, untuk memperelok badan atau bagian badan manusia.

Menurut PerMenKes RI Nomor 949 / Menkes / VI / 2000, yang menjadi pertimbangan bahan obat adalah untuk melindungi masyarakat dari peredaran obat yang tidak memenuhi persyaratan khasiat, keamanan, mutu dan kemanfaatannya.

       Mengingat peredaran obat saat ini jumlahnya lebih dari 5000 jenis obat, maka perlu mengenal penggolongan obat yang  beredar. Hal ini sangat diperlukan karena penggolongan obat dimaksudkan untuk peningkatan keamanan dan ketepatan penggunaan serta pengamanan distribusi.

Pengertian tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 917 / Menkes / Per / X / 1993 yang kini telah diperbaiki dengan Permenkes Ri Nomor 949 / Menkes / Per / VI / 2000.

Penggolongan obat atau penggunaan obat yang disengaja menyimpang dari cara penggunaannya menurut ilmu kedokteran / kejiwaan, juga sering terjadi terutama pada obat yang mempengaruhi keadaan kejiwaan / perasaan seseorang. Bahkan saat ini masih banyak orang yang tidak mengetahui tentang arti dari sebuah obat, yang pada kenyataannya bahwa obat dapat menjadi racun jika cara pengunaannya tidak diketahui secara jelas bahkan jika obat digunakan terus-menerus tanpa adanya anjuran dari pihak medis.

Untuk menanggulangi bahaya tersebut antara lain dapat ditetapkan :

A. Undang-Undang No 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

B. Ordonansi Obat  Keras (sterkwerkende geneesmiddelen ordonantie, stbl 1949 No 419)

C. Peraturan Menteri Kesehatan No 213 / Menkes / Per / IV / 1985 tentang Obat Keras Tertentu.

D. Ordonansi Bahan Berbahaya (gevaarlijke stoffea ordonantie, stbl 1949 No 377)  
       Dalam rangka perlindungan konsumen terhadap hasil-hasil produk produsen dan pelayanan jasa konsumen maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
 Dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen yang dimaksud sesuai dengan pasal 1 ayat 1 dan 2 yaitu “perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan terhadap konsumen” dan “konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan / atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

a. Penggolongan Obat
       Penggolongan obat yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 917 / Menkes / Per / x / 1993 yang kini telah diperbaiki dengan Permenkes RI Nomor 949 / Menkes / Per / VI / 2000 terdiri dari dari : obat narkotika, obat psikotropika, obat bebas, obat bebas terbatas, obat keras.

1) Obat Narkotika (Obat Bius)

       Narkotika diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1997 yang artinya adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Sebagaimana diketahui, narkotika disatu sisi merupakan obat atau bahan yang dapat bermanfaat dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, tetepi disisi lain sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama misalnya ketergantungan obat.

       Ketergantungan narkotika adalah gejala dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus menerus, toleransi dan gejala putus narkotika apabila penngunaan dihentikan. Oleh karena itu orang yang mengalami ketergantungan narkotik disebut sebagai pecandu yang artinya orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis. 

       Mengedarkan dan menggunakan narkotika tanpa pengendalian dan tanpa mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah suatu kejahatan karena sangat merugikan dan menimbulkan bahaya yang sangat besar. Oleh karena itu kejahatan dan pengedaran narkotika saat ini bersifat internasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi tinggi dan teknologi canggih, yang artinya pengedaran gelap narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindakan pidana narkotika.

Pengaturan narkotika bertujuan untuk (pasal 3 Undang-Undang tentang Narkotika No 22 tahun 1997) :

a. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan    

      kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan.

b. Mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika dan

c. Memberantas peredaran gelap narkotika.

Penggolongan narkotika dibagi atas 3 golongan yaitu :

1. Golongan 1

Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi yang menyebabkan ketergantungan.

2. Golongan 2

Narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan / atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

3. Golongan 3

Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan / atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Penyimpanan narkotika dalam pabrik farmasi, importir dan PBF harus memiliki tempat khusus dengan persyaratan sebagai berikut :

a. Dinding terbuat dari tembol dan hanya mempunyai satu pintu dengan dua buah kunci yang kuat dengan merk yang berlainan.

b. Langit-langit dan jendela dilengkapi dengan jeruji besi.

c. Dilengkapi dengan lemari besi yang beratnya tidak kurang dari 150 kg serta harus mempunyai kunci yang kuat.

Penyimpanan narkotika dalam Apotek dan Rumah Sakit harus memiliki tempat khusus dengan persyaratan sebagai berikut :

a. Harus terbuat dari kayu atau bahan lain yang kuat (tidak boleh terbuat dari kaca).

b. Harus mempunyai kunci yang kuat

c. Dibagi 2 bagian, masing-masing dengan kunci yang berlainan.

Bagian pertama digunakan untuk menyimpan morfina, petidin serta persediaan narkotika, sedangkan bagian kedua dipergunakan untuk menyimpan narkotika lainnya yang dipakai sehari-hari.

Ketentuan Pidana

Bagi pihak-pihak yang melanggar UU Narkotika akan medapatkan sanksi pidana sesuai dengan kesalahannya :

· Pasal 88 ayat 1

Pecandu narkotika yang telah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat 2 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah)

· Pasal 92

Barang siapa tanpa hak melawan hukummenghalang-halangi atau mempersulit penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan perkara tindak pidana narkotika dimuka siding pengadilan, dipidan dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan dengan denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)

· Pasal 95

Saksi yang memberi keterangan tidak benar dalam pemeriksaan perkara tindak pidana narkotika dimuka siding pengadilan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

2) Obat Psikotropika (Obat Berbahaya)

       Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonsia Nomor 5 tahun 1997 psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah atau sintetis, bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat (SSP) yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku. Sebahaimana yang banyak orang ketahui bahwa psikotropika sangat bermanfaat dan diperukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilu pengetahuan, sehingga ketersediaannya perlu dijamin. Tetapi penyalahgunaan psikotropika dapat merugikan kehidupan manusia dan kehidupan bangsa sehingga dapat mengancam ketahanan nasional. Juga dengan makin pesatnya kemajuan iptek, transportasi, komunikasi dan informasi telah mengakibatkan gejala peredaran gelap psikotropika yang makin luas dan berdimensi internasional. Oleh karena itu dipandang perlu ditetapkan UU tentang psikotropika yaitu UU RI No 5 tahun 1997.

       Penyalahgunaan psikotropika dapat mengakibatkan sindroma ketergantungan apabila penggunaanya tidak dibawah pengawasan dan petunjuk tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk hal itu. Hal ini tidak saja merugikan bagi penyalahguna, tetapi juga berdampak social, ekonomi, dan keamanan nasional, sehingga hal ini merupakan ancaman bagi kehidupan bangsa dan Negara.

Berdasarkan UU Psikotropika No 5 tahun 1997, pengaturan Psikotropika bertujuan untuk :

1) Pasal 3

a. Menjamin ketersediaan psikotropika guna kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan

b. Mencegah terjdiya penyalahgunaan psikotropika

c. Memberantas peredaran gelap psikotropika

2) Pasal 4

a. Psikotropika hanya dapat gunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau ilmu pengetahuan

b. Psikotropika golongan 1 hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan

c. Selain penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2. psikotropika golongan 1 dinyatakan sebagai barang terlarang.

Psikotropika yang mempunyai potensi mengakibatkan sindroma ketergantungan yang digongkan menjadi 4 golongan yaitu :

1) Golongan I

Psikotropika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi amat kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan.

Psikotropika golongan I ini terdiri dari 26 macam obat.

2) Golongan II

Psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi dan / atu ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan.

Psikotropika golongan II ini terdiri dari 14 macam obat.

3) Golongan III

Psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan / atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi sedang mengakibatkan sindroma ketergantungan.

Psikotropika golongan III ini terdiri dari 9 macam obat.

4) Golongan IV

Psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan sangat luas dugunakan dalam terapi dan / atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan sindroma ketergantungan.

Psikotropika golongan IV ini terdiri dari 60 macam obat.

       Penggolongan ini sejalan dengan konvensi Psikotropika 1971, sedangkan psikotropika yang tidak termasuk golongan I, golongan II, golongan III, golongan IV peraturannya tunduk pada ketentuanperundang-undangan di bidang obat keras. Pelaksanaan Undang-undang tentang psikotropika tetap harus memperhatikan berbagai ketentuan perundang-undangan yang berkaitan, antara lain Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang kepabean, Undang-Undang Nomor 20 tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara, dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana.
 

Penyimpanan Obat Psikotropika.

Obat dalam golongan Psikotropika di simpan terpisah dengan obat-obatan lain dalam suatu rak / lemari khusus dan tidak harus di kunci. Pemasukan dan pengeluaran Obat Psikotropika dicatat dalam kartu stok Psikotropika.

Ketentuan pidana

Tindakan pidana di bidang psikotropika adalah suatu kejahatan yang setiap pelanggaran tehadap UU Psikotropika mendapatkan sanksi pidana maupun denda, misalnya :

· Pasal 62

Barang siapa secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan / atau membawa psikotropika dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 100.000.00,00 (seratus juta rupiah)

· Pasal 65

Barang siapa tidak melaporkan adanya penyalahgunaan dan / atau pemilikan psikotropika secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan / atau pidana denda paling banyak Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)

· Pasal 72

Jika tindak pidana psikotropika dilakukan dengan menggunakan anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah atau orang yang dibawah pengampunan atau ketika melakukan tindak pidana belum lewat dua tahun sejak selesai menjalani seluruhnya atau sebagian pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, ancaman pidana ditambah sepertiga pidana yang berlaku untuk tindak pidana tersebut.

3) Obat Bebas

       Dalam beberapa peraturan Perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Depkes pengertian obat bebas jarang didefinisikan, namun pernah ada salah satu Peraturan Daerah Tingkat II Tangerang yakni Perda Nomor 12 tahun 1994 tentang Izin Pedagang Eceran Obat memuat pengertian Obat Bebas.

Obat Bebas adalah obat yang dapat dijual bebas kepada umum tanpa reesp dokter dan tidak membahayakan bagi sipemakai.

Contoh gambar :





Penandaan :

Penandaan obat bebas diatur berdasarkan S.K Menkes RI Nomor 2380 / A / SK / VI / 1983 tentang tanda khusus obat bebas yaitu “bulatan berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam”.

4) Obat Bebas Terbatas

       Obat Bebas Terbatas atau obat yang masuk dalam daftar “W”, menurut bahasa belanda “W” singkatan dari “Waarschuwing” artinya peringatan. Jadi maksudnya obat yang pada penjualannya disertai dengan tanda peringatan.

Menurut keputusan Menteri Kesehatan RI yang menetapkan obat-obatan kedalam daftar obat “W” memberikan pengertian obat bebas terbatas adalah obat keras yang dapat diserahkan kepada pemakainya tanpa reesp dokter, bila penyerahannya memenuhi persyaratan sebagai berikut 

· Obat tersebut hanya boleh dijual dalam bungkusan asli dari pabriknya atau pembuatnya.

· Pada penyerahannya oleh pembuat atau penjual harus mencantumkan tanda peringatan. Tanda peringatan tersebut memuat pemberitahuan berwarna putih sebagai berikut :

P No 1  :  Awas ! Obat Keras

               Bacalah aturan memakainya

P No 2  :  Awas ! Obat Keras 

                Hanya untuk kumur jangan ditelan


P No 3  :  Awas ! Obat Keras 

    Hanya untuk bagian luar dari badan

P No 4  :  Awas ! Obat Keras 

    Hanya untuk dibakar

P No 5  :  Awas ! Obat Keras 

    Tidak boleh ditelan

P No 6  :  Awas ! Obat Keras 

    Obat wasir, jangan ditelan

Contoh gambar :




Penandaan :

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 2380 / A / SK / VI / 83 tanda khusus untuk obat bebas terbatas berupa “lingkaran biru dengan garis tepi berwarna hitam”.

5) Obat Keras
       Obat keras atau obat daftar G menurut bahasa Belanda “G” singkatan dari “Gevaarlijk” artinya berbahaya, maksudnya obat dalam golongan ini berbahaya jika pemakaiannya tidak berdasarkan resep dokter.

Semua obat yang dibungkus sedemikian rupa yang nyata-nyata untuk dipergunakan secara parenteral, baik dengan cara suntikan maupun Menurut Keputusan Menteri Kesehatan RI yang menetapkan / memasukkan obat-obatan kedalam daftar obat keras, memberikan pengertian obat keras adalah obat-obatan yang ditetapkan sebagai berikut :

· Semua obat yang pada bungkus luarnya oleh sipembuat disebutkan bahwa obat itu hanya boleh diserahkan denga resep dokter.

· dengan cara pemakaian lain dengan jalan merobek rangkaian asli dari jaringan.

· Semua obat baru, terkecuali apabila oleh Departemen Kesehatan telah dinyatakan secara tertulis bahwa obat baru itu tidak membahayakan kesehatan manusia.

· Semua obat yang tercamtum dalam daftar obat keras : obat itu sendiri dalam substansi dan semua sediaan yang mengandung obat itu, terkecuali apabila dibelakang nama obat disebutkan ketentuan lain, atau ada pengecualian Daftar Obat Bebas Terbatas.

Contoh gambar :




Penandaan

Berdasarkan Keputusan Meteri Kesehatan Republik Indonesia No 02396 / A / SK / VIII / 1986 tentang tanda khusus Obat Keras daftar G adalah “lingkaran bulat berwarna merah dengan garis tepi berwara hitam dengan huruf K yang menyentuh garis tepi”.

b. Pembagian Obat

        Menurut DR. Dr. Fahmi Idris, M.Kes, Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) periode 2006 – 2009, secara internasional obat hanya dibagi menjadi 2 yaitu obat paten dan obat generic.
 Perbedaan obat generic dan obat paten sebenarnya hanya dalam harga. Harga obat paten bisa sepuluh kali lipat harga obat generic, kerena obat paten memiliki biaya operasional tinggi dari biaya kemasan hingga biaya promosi.

       Penetapan harga obat generic sepenuhnya ditetapkan oleh pemerintah. Sementara, harga obat paten masih diserahkan pada mekanisme pasar karena di Indonesia belum ada mekanisme regulasi harga obat. Jadi tidak berarti bahwa semakin mahal harga obat maka semakin baik mutunya. Anggapan tersebut keliru karena kandungan / komposisi obat generic dan obat paten sama saja  hanya kemasannya yang berbeda, sementara khasiat dan efek sampingnya pun tidak berbeda.

1) Obat Generik

       Obat Generik adalah obat dengan nama sesuai INN (International Nonproprietary Name) dari WHO yang ditetapkan dalam Farmakope Indonesia untuk zat berkhasiat yang dikandungnya.

Contoh gambar :
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Makna dari gambar :

· Bulat


: berarti suatu kebulatan tekad untuk menggunakan obat generik

· Garis-garis tebal tipis
: bararti dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat 

· Warna hijau

: berarti obat yang telah lulus dalam segala pengujian 

       Obat generic diluncurkan pada tahun 1991 oleh pemerintah yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat kelas menengah kebawah akan obat. Jenis obat ini mengacu pada Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN) yang merupakan obat esensial untuk penyakit tertentu. Mengingat obat merupakan komponen terbesar dalam pelayanan kesehatan, peningkatan pemanfaatan obat generic akan memperluas akses terhadap pelayanan kesehatan terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah.

       Harga obat generic dikendalikan oleh pemerintah untuk menjamin akses masyarakat terhadap obat. Oleh karena itu, sejak tahun 1985 pemerintah menetapkan penggunaan obat generic pada fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah. Harga obat generic bisa ditekan karena obat generic hanya berisi zat yang dikandungnya dan dijual dalam kemasan dengan jumlah besar, sehingga tidak diperlukan biaya kemasan dan biaya iklan dalam pemasarannya. Proporsi biaya iklan obat dapat mencapai 20% – 30%, sehingga biaya iklan obat akan mempengarugi harga obat secara signifikan.

2) Obat Patent

       Obat Patent adalah obat jadi dengan nama dagang yang terdaftar atas nama sipembuat yang dikuasakannya dan dijual dalam bungkus asli dari pabrik yang memproduksinya.
  Menurut UU Nomor 14 Tahun 2001 masa berlaku patent di Indonesia adalah 20 tahun. Jadi selama 20 tahun, perusahaan farmasi tersebut memiliki hak eksklusif di Indonesia untuk memproduksi obat yang dimaksud. Perusahaan lain tidak diperkenankan untuk memproduksi dan memasarkan obat serupa kecuali jika memiliki perjanjian khusus dengan pemilik patent. 

       Setelah habis masa patentnya, obat yang dulunya patent dengan merek dagangnya pun kemudian masuk dalam kelompok obat bermerk. Meskipun masa patennya sudah selesai, merk dagang dari obat yang dipasarkan selama 20 tahun pertama tersebut tetap menjadi milik perusahaan yang dulunya memiliki paten atas obat tersebut. Jadi sebenarnya yang dimaksud dengan “obat patent” yang ditulis oleh media massa untuk membandingkan dengan obat generic sebenarnya lebih tepat jika disebut sebagai “obat bermerk”. Penggunaan istilah “obat patent” adalah salah karena patennya sendiri sudah selesai dan tidak berlaku lagi.

2. Peran Apoteker Dalam Mencapai Indonesia Sehat 2010

       Pembangunan kesehatan sebagai salah satu upaya Pembangunan Nasional diarahkan guna tercapainya kesadaran, kemauan, dan kemampuan, untuk hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal. Pembangunan kesehatan pada dasarnya menyangkut semua segi kehidupan, baik fisik, mental maupun sosial ekonomi. Dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan meliputi upaya kesehatan dengan sumber dayanya, harus dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan guna mencapai hasil yang optimal.
       Upaya kesehatan yang semula hanya dititikberatkan pada upaya penyembuhan penderita secara berangsur-angsur berkembang kearah keterpaduan upaya kesehatan yang menyeluruh. Oleh karena itu, pembangunan kesehatan yang menyangkut upaya peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) harus dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan, dan dilaksanakan bersama antara pemerintah dan masyarakat.

Untuk itu perlu suatu penyempurnaan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara tahun 1992 nomor 100, tambahan Lembaran Negara nomor 3495) yang disahkan dijakarta pada tanggal 17 september 1992 pada masa pemerintahan soeharto, yaitu yang diatur tentang :

a. Asas dan Tujuan yang menjadi landasan dan memberi arah pembangunan kesehatan yang dilaksanakan melalui upaya kesehatan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat  bagi orang sehingga terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal tanpa membedakan status sosialnya.
b. Hak dan Kewajiban  setiap orang untuk memperoleh derajat kesehatan yang optimal serta wajib untuk ikut serta didalam memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan.
c. Tugas dan Tanggung Jawab Pemerintah pada dasarnya adalah mengatur, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan serta menggerakkan peran masyarakat.
d. Upaya Kesehatan dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan melalui pendekatan peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, penyembuhan penyakit, dan pemulihan kesehatan.
e. Sumber Daya Kesehatan sebagai pendukung penyelenggaraan upaya kesehatan, harus tetap melaksanakan fungsi dan tanggung jawab sosialnya, dengan pengertian bahwa arena kesehatan harus tetap memperhatikan golongan masyarakat yang kurang mampu dan semata-mata tidak mencari keuntungan.
f. Ketentuan Pidana untuk melindungi pemberi dan penerima jasa pelayanan kesehatan bila terjadi pelanggaran terhadap undang-undang ini.
Hal-hal tentang perundang-undangan diatas hanya mengatur hal-hal yang bersifat pokok, sedangkan yang bersifat teknis dan operasional diatur dalam peraturan pemerintah dan peraturan pelaksana lainnya.

Sebagaimana termaktub dalam UU No 9 Tahun 1990 tentang Pokok-Pokok Kesehatan :

“ Setiap warga Negara berhak memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya”

Ketentuan tersebut menjadi dasar penyelenggaraan kegiatan seperti pencegahan dan pemberantasan penyakit, pencegahan dan penanggulangan pencemaran, pemulihan kesehatan, serta penerangan dan pendidikan kepada masyarakat.

       Dalam pembangunan kesehatan tersebut, derajat kesehatan masyarakat telah meningkat secara bermakna. Meskipun demikian, hasil pembangunan tersebut masih belum dapat dinikmati secara merata oleh seluruh penduduk dan hasil yang dicapaipun masih belum seluruhnya memuaskan. Menyadari akan hal tersebut, pemerintah RI menyusun strategi atau kebijakan pembangunan kesehatan baru. Kebijakan itu didasarkan pada Gerakan Pembangunan Berwawasan Kesehatan, sebagai strategi nasional menuju Indonesia sehat 2010 yang dicanangkan oleh presiden RI pada pembukaan Rapat Kerja Nasional Dep Kes RI pada tanggal 1 maret 1999.

       Dengan strategi ini, perencanaan pembangunan dan pelaksanaannya di semua sektor harus mampu mempertimbangkan dampak negative dan positifnya terhadap kesehatan baik individu, keluarga dan masyarakat. Hal ini disebabkan masih adanya ketimpangan hasil pembangunan kesehatan antar daerah dan antar golongan, derajat kesehatan masih tertinggal dibandingkan dengan Negara-negara tetangga dan kurangnya kemandirian dalam pembangunan kesehatan.

       Pembangunan kesehatan adalah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia berencana menjadikan Indonesia sehat ditahun 2010. Untuk mewujudkan visi Indonesia sehat 2010, pemerintah / departemen kesehatan juga menetapkan misi pembangunan nasional.

Visi dan misi pembangunan kesehatan dalam Indonesia sehat 2010 : 

A. Visi

Gambaran masyarakat Indonesia dimasa depan yang ingin dicapai melalui pembangunan kesehatan adalah masyarakat, bangsa dan Negara yang ditandai oleh penduduknya hidup dalam lingkungan dan dengan perilaku hidup sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata, serta memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya diseluruh Wilayah Repubik Indonesia.

B. Misi

a. Menggerakkan pembangunan nasional berwawasan kesehatan

Keberhasilan pembangunan kesehatan tidak semata-mata ditentukan oleh hasil kerja keras sector kesehatan, tetapi juga hasil kerja keras kontribusi positif dari berbagai sektor pembangunan lainnya. Unuk mengoptimalkan hasil serta kontribusi positif tersebut, wawasan kesehatan menerapkan asas pokok program pembangunan nasional. Dengan kata lain, untuk dapat mewujudkan Indonesia sehat 2010, para penanggung jawab program pembangunan harus memasukkan pertimbangan kesehatan dalam semua kebijakan pembangunan. Program pembangunan yang tidak berkontribusi positif terhadap kesehatan, apalagi yang berdampak negative terhadap kesehatan, seyogyanya tidak diselenggarakan.

b. Mendorong kemandirian masyarakat untuk hidup sehat

Kesehatan adalah tanggung jawab bersama dari setiap individu, masyarakat, pemerintah dan swasta. Adapun peran yang dimainkan oleh pemerintah, tanpa kesadaran individu dan masyarakat untuk secara mandiri menjaga kesehatan mereka, hanya sedikit yang akan dicapai. Perilaku yang sehat dan dan kemampuan masyarakat untuk memilih serta mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu sangat menentukan keberhasilan pembangunan kesehatan. Oleh karena itu, salah satu upaya kesehatan pokok atau misi sector kesehatan adalah mendorong kemandirian masyarakat untk hidup sehat. 

c. Memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau

Memelihara dan menibgkatkan pelayana kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau mengandung makna bahwa salah satu tanggung jawab sector kesehatan adalah menjamin tersedianya pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau oleh masyarakat. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan tidak semata-mata berada ditangan pemerintah, melainkan peran aktif segenap anggota masyarakat dan berbagai potensi swasta juga diikutsertakan. 

d. Memelihara dan meningkatkan kesehatan individu, keluarga, serta masyarakat beserta lingkungannya

Memelihara dan meningkatkan kesehatan individu, keluarga, serta masyarakat beserta lingkungannyamengandung makna bahwa tugas utama sektor kesehatan adalah memelihara dan meningkatkan kesehatan segenap warga negaranya, yaknisetiap individu, keluarga dan masyarakat Indonesia, tanpa meningkatkan upaya menyembuhkan penyakit atau pemulihan kesehatan. Demi terselenggaranya tugas ini, penyelenggaraan kesehatan yang diutamakan adalah promotif dan preventif yang didukung oleh upaya kuratif dan rehabilitatif. Agar dapat memelihara dan meningkatkan kesehatan individu, keluarga serta masyarakat, diperlukan lingkungan yang sehat.

Sasaran pembangunan kesehatan menuju Indonesia sehat 2010 :

a) Perilaku hidup sehat

b) Lingkungan sehat

c) Upaya kesehatan

d) Managemen pembangunan kesehatan

e) Derajat kesehatan

       Pada managemen pembangunan kesehatan peran Apoteker lebih berhubungan dengan dengan kepemimpinan dan managemen kesehatan serta peraturan perundang-undangan yang mendukung pembangunan kesehatan. Oleh karena itu siapapun dan dimanapun orang / pimpinan organisasi profesi berbicara dalam masalah Kefarmasian, intinya tidak lain adalah pelaksanaan “Pharmaceutikal Care (P.C)” yang artinya tanggung jawab farmakoterapi dari seorang Apoteker untuk mencapai dampak tertentu dalam meningkatkan kualitas hidup pasien. Untuk mencapai pelayanan kesehatan yang bermutu, adil dan merata serta memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya (mencapai Indonesia sehat 2010), semua Aoteker dimanapun dalam bertugas harus memiliki perhatian yang utama (focus) pada kesejahteraan / keselamatan pasien dan anggota masiarakat lainnya dengan cara melaksanakan memampuan disiplin yang tinggi sesuai kode etik dan standar profesi  serta taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

       Dalam Indonesia sehat 2010, lingkungan yang diharapkan adalah lingkungan yang bebas dari polusi, tersedianya air bersih, sanitasi lingkungan yang memadai, perumahan dan pemukiman yang sehat, perencanaan kawasan yang berwawasan kesehatan, serta terwujudnya kehidupan masyarakat yang saling toling-menolong dengan memelihara nilai-nilai budaya bangsa. Perilaku mayarakat Indonesia sehat 2010 bersifat proaktif untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah resiko terjadinya penyakit, melindungi diri dari ancaman penyakit, dan berpartisipasi aktif dalam gerakan kesehatan masyarakat. Selanjutnya, kemampuan masyarakat yang diharapkan dimasa depan adalah mampu menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu tanpa adanya hambatan, baik yang bersifat ekonomi ataupun nonekonomi. Pelayanan kesehatan yang bermutu dimaksudkan adalah pelayanan kesehatan yang memuaskan pemakai jasa pelayanan serta yang diselenggarakan sesuai dengan standart dan etika pelayanan profesi. Dengan terwujudnya lingkungan dan perilaku sehat serta meningkatnya kemampuan masyarakat tersebut diatas, derajat kesehatan perorangan, keluarga dan masyarakat dapat ditingkatkan secara optimal.

3. Tanggung Jawab Apoteker

       Bahwasannya seorang Apoteker di dalam menjalankan tugasnya serta dalam mengamalkan keahliannya harus senantiasa mengharapkan bimbingan dan keridhoan Tuhan Yang Maha Esa. Apoteker di dalam pengabdiannya kepada nusa dan bangsa serta didalam mengamalkan keahliannya selalu berpegang teguh kepada sumpah / janji Apoteker. Menyadari akan hal tersebut di dalam pengabdian profesinya berpedoman pada satu ikatan moral yaitu Kode Etik Apoteker.

       Sejak dulu Apoteker yang bekerja di bidang Farmasi dikenal sebagai pembuat obat di pabrik atau penjual obat diapotek, hal itu merupakan konsep yang sangat mendasar dan terjadi secara alamiah yang tidak dapat ditolak oleh professional farmasis. Tetapi sebenarnya, kebiasaan dan pekerjaan Apoteker tidak hanya sebatas membuat dan menjual obat saja karena Apoteker juga berorientasi kepada pasien. Yang artinya, Apoteker juga memastikan bahwa pasien menggunakan obatnya dengan tepat dan benar.

       Dalam peraturan pemerintah No 32 tahun 1996 tentang Peraturan Tenaga dan Standar Profesi seorang Apoteker dalam melakukan tugasnya berkewajiban untuk memenuhi standar profesi dan menghormati hak pasien serta harus berbudi luhur.seorang Apoteker harus aktif mengikuti perkembangan perundang-undangan, juga menjadi sumber informasi sesuai dengan profesinya dan hendaknya menjauhkan diri dari usaha mencari keuntungan dirinya sesuai dengan Kode Etik Apoteker Indonesia pasal 5 yang bertentangan dengan martabat dan tradisi luhur jabatan kefarmasian.
 

       Oleh karena itu, dalam pasal 9 tentang Kode Etik Apoteker Indonesia seorang Apoteker dalam melakukan pekerjaan kefarmasian harus mengutamakan kepentingan masyarakat dan menghormati hak asasi penderita dan melindungi makhluk hidup insani.
 Selain itu, pelayanan Apoteker dalam kefarmasian diharapkan tidak hanya membuat dan menjual obat saja, tetapi lebih kepada menjamin tersedianya obat yang berkualitas. Apalagi sekarang masyarakat sudah banyak yang ingin mengetahui kegunaan obat-obatan yang sering mereka gunakan, karena itu Apoteker sebagai posisi kunci utama dalam mencegah penggunaan obat yang salah serta penyalahgunaan obat diharapkan agar dapat memberikan informasi yang baik dan edukasi seluas-luasnya pada pasien dan masyarakat mengenai penggunaan obat secara tepat, benar dan rasional serta mudah dimengerti oleh pasien / masyarakat.
       Seorang tenaga profesi adalah seorang pelayan masyarakat, karena itu misi profesi Apoteker harus dialamatkan pada kebutuhan masyarakat dan pasien individual. Pekerjaan professional yang bertanggung jawab adalah issu utama dalam kepedulian kesehatan (health care). Dalam hubungan tradisionalnya adalah antara dokter sebagai penulis resep dan Apoteker sebagai peracik obat. Peran pelayanan farmasi saat ini lambat laun berubah dimana Apoteker yang semula meracik obat (compounder) dan suplair sediaan farmasi kearah pemberi pelayanan dan informasi kemudian akhirnya berubah untuk harus bertanggung jawab pada pasien sebagai pemberi kepedulian kepada masyarakat. Dengan mengambil tanggung jawab langsung, Apoteker dapat memberi kontribusi yang berdampak pada pengobatan serta kualitas hidup pasien. Pendekatan cara ini di sebut “pharmaceutical care”.

Maka dalam tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien yang terdapat dalam Kepmenkes RI Nomor 1027 / Menkes / SK / IX / 2004, Apoteker di tuntut untuk :

a) Meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan perilaku agar dapat berinteraksi langsung dengan pasien.

Misalnya : pemberian informasi, monitoring penggunaan obat.

b) Memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (medication error).

c) Mampu berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lainnya dalam menetapkan terapi untuk mendukung penggunaan obat rasional.

Tujuannya :

· Pedoman praktek Apoteker dalam menjalankan profesi.

· Melindungi masyarakat dari pelayanan yang tidak professional.

· Melindungi profesi dalam menjalankan praktek kefarmasian.

       Dalam pelayanan kesehatan yang berpusat pada pasien dan sebagai seorang yang ahli dalam hal obat-obatan, Apoteker harus dapat menjamin bahwa orang-orang bisa memperoleh obat atau nasehat tentang obat dengan mudah. Apoteker juga harus bisa memberdayakan pasien dan melakukan dialog guna menyampaikan pengetahuan yang dimiliki dalam memberikan informasi yang akurat dengan berdasarkan bukti dari suber-sumber yang dipercaya dalam mengelola pengobatan dan kesehatan (pasal 7 tentang Kode Etik Apoteker Indonesia). Apoteker merupakan sumber informasi dan nasehat mengenai kesehatan dan obat-obatan, oleh karena itu Apoteker harus bisa menerima tanggung jawab bersama dengan profesi kesehatan lain dalam melaksanakan pelayanan kesehatan masyarakat.

Apoteker wajib memberikan informasi :

a. Yang berkaitan dengan penggunaan obat yang diserahkan kepada pasien.

b. Penggunaan obat secara tepat, aman, rasional atas permintaan masyarakat.

       Sebagai anggota kesehatan, Apoteker butuh keterampilan dan sikap untuk melakukan fungsi-fungsi berbeda yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 51 tentang pekerjaan kefarmasian yang ditandatangani oleh presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 1 september 2009  antara lain :

a. Care-giver (pemberi pelayanan)

Dalam memberikan pelayanan mereka harus memandang pekerjaan mereka sebagai bagian dan terintegrasi dengan system pelayanan kesehatan dan profesi lainnya. Pelayanannya harus dengan mutu yang tinggi.

b. Decision-maker (pembuat keputusan)

Penggunaan sumber daya yang tepat, bermanfaat, aman dan tepat guna seperti SDM, obat-obatan, bahan kimia, perlengkapan, prosedur dan pelayanan harus merupakan dasar kerja dari Apoteker. Pada tingkat lokal dan nasional Apoteker memainkan peran dalam penyusunan kebijaksanaan obat-obatan. Pencapaian tujuan ini memerlukan kemampuan untuk mengevaluasi, menyintesa informasi dan data serta memutuskan kegiatan yang paling tepat.

c. Communicator

Apoteker merupakan posisi ideal untuk mendukung hubungan antara dokter dan pasien untuk memberikan informasi kesehatan dan obat-obatan pada masyarakat. Dia harus memiliki ilmu pengetahuan dan rasa percaya diri dalam berintegrasi dengan profesi lain dan masyarakat. Komunikasi itu dapat dilakukan secara verbal (langsung) non verbal, mendengarkan dan kemampuan menulis.

d. Manager

Apteker harus dapat mengelola sumber daya (SDM, fisik dan keuangan), dan informasi secara efektif. Mereka juga harus senang dipimpin oleh orang lainnya, apakah pegawai atau pimpinan kesehatan. Lebih-lebih lagi teknologi informasi akan merupakan tantangan ketika Apoteker melaksanakan tanggung jawab yang lebih besar untuk bertukar informasi tentang obat dan produk yang berhubungan dengan obat serta kualitasnya.

e. Life-long learner (pembelajaran jangka panjang)

Adalah tak mungkin memperoleh semua ilmu pengetahuan disekolah farmasi dan masih dibutuhkan pengalaman seorang Apoteker dalam karir yang lama. Konsep-konsep, prinsip-prinsip, komitmen untuk pembelajaran jangka panjang harus di mulai disamping yang diperoleh disekolah dan selama bekerja. Apoteker harus belajar bagaiman menjaga ilmu pengetahuan dan keterampilan mereka tetap up to date.

f. Leader (pemimpin)

Dalam situasi pelayanan multi disiplin atau dalam wilayah dimana pemberi pelayanan kesehatan lainnya ada dalam jumlah yang sedikit, Apoteker diberi tanggung jawab untuk menjadi pemimpin dalam semua hal yang menyangkut kesejahteraan pasien dan masyarakat. Kepemimpinan Apoteker melibatkan rasa empati dan kemampuan membuat keputusan, berkomunikasi dan memimpin secara efektif. Seorang Apoteker yang memegang peranan sebagai pemimpin harus mempunyai visi dan kemampuan memimpin.

g. Researcher (peneliti)

Apoteker harus dapat menggunakan sesuatu yang berdasarkan bukti (ilmiah, praktek, farmasi, system kesehatan) yag efektif dalam memberikan nasehat pada pengguna obat secara rasional dalam tim pelayanan kesehatan. Dengan berbagi pengalaman Apoteker dapat juga berkontribusi pada bukti dasar dengan tujuan mengoptimalkan dampak dan perawatan pasien. Sebagai peneliti, Apoteker dapat meningkatkan akses dan informasi yang berhubungan dengan obat pada masyarakat dan tenaga profesi kesehatan lainnya.

Selain itu dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 tahun 2009 tersebut disebutkan tujuan pengaturan pekerjaan kefarmasian sebagai berikut :

a) Memberikan perlindungan kepada pasien dan masyarakat dalam memperoleh dan / atau menetapkan sediaan farmasi dan jasa kefarmasian.

b) Mempertahankan dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pekerjaan kefarmasian sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi serta peraturan perundang-undangan.

c) Memberikan kepastian hukum bagi pasien, masyarakat dan tenaga kefarmasian.

BAB IV

PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP OBAT YANG DIBUAT 

MENURUT KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN
1. Hubungan Antara Dokter dan Apoteker

Hubungan dokter dan Apoteker saat ini terletak pada adanya permintaan resep dokter kepada Apoteker agar menyediakan obat yang ditujukan kepada pasien dan apabila ditemukan hal-hal yang meragukan Apoteker dapat menghubungi dokter untuk berkonsultasi mengenai obat-obatan yang akan diberikan kepada pasien sehingga pasien benar-benar mendapatkan obat yang tepat dan aman tanpa khawatir adanya interaksi obat yang membahayakan.

       Apoteker malayani resep dokter sesuai dengan tanggung jawab dan standart profesinya yang dilandasi pada kepentingan masyarakat serta melayani penjualan obat yang dapat dibeli tanpa resep dokter dan pelayanan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Apoteker berperan penting dalam membantu dokter untuk menuliskan resep rasional, membantu tentang obat yang tepat, pada waktu yang tepat, dalam jumlah yang benar, membantu pasien mengetahui tentang “bagaimana, kapan, mengapa” penggunaan obat baik dengan atau tanpa resep dokter. Dan Apotekerlah yang handal dan terlatih serta pakar dalam hal produk / produksi obat yang memiliki kesempatan paling besar untuk mengikuti perkembangan terakhir dalam bidang obat, yang dapat melayani baik dokter maupun pasien sebagai “penasehat” obat yang berpengalaman.

       Maka dari itu, dokter dan Apoteker dalam melakukan pekerjaan di bidang kesehatan harus bisa bekerjasama yang kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian. Tetapi sampai saat ini hubungan dokter dan Apoteker masih belum mencapai taraf yang ideal yakni tentang usaha-usaha untuk meyakinkan Dokter dalam memanfaatkan keahlian Apoteker guna membantu memanage terapi pasien masih belum sepenuhnya berhasil.

Oleh karena itu, tulisan ini mencoba menyoroti hubungan antara Dokter dan Apoteker yang semestinya dalam bekerja menjadi kawan dan bukannya lawan.

       Dalam sebuah publikasi, McDonough dan Doucette (2001) mengusulkan suatu model untuk hubungan kerja kolaborasi antara Dokter dan Apoteker (Pharmacist-Phycisian Collaborative Working Relationship).

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi hubungan ini antara lain :

a. Karekteristik partisipan adalah factor demografi seperti pendidikan dan usia. Contohnya, dokter muda yang sejak awal dididik untuk dapat bekerjasama dalam tim interdisipliner mungkin akan lebih mudah menerima konsep hubungan Dokter-Apoteker.

b. Karakteristik konteks yang dimaksud adalah kondisi pasien, tipe praktek (apakah tunggal atau bersama), kedekatan jarak praktek, banyaknya interaksi, akan menentukan seberapa intensif hubungan yang akan terjalin.

c. Karakteristik pertukaran. Yang termasuk disini antara lain : ketrtarikan secara professional, komunikasi yang terbuka dan dua arah, kerjasama yang seimbang, penilaian terhadap performance, konflik dan resolusinya. Semakin seimbang pertukaran antara kedua belah pihak, akan memungkinkan hubungan kolaborasi yang baik.

Menurut McDonough dan Doucette (2001) terdapat 4 tahap stage hubungan yang dapat memulai suatu hubungan kerjasama yang yang kolaboratif antara dokter dan Apoteker :

a. Stage 0 (Professioal Awareness)
Ini adalah stage awal, dimana masing-masing profesi saling mengenal dan mengetahui. Hubungannya masih “alamiah” hanya sebatas Apoteker menerima resep dari dokter, kemudian Dispending (menyerahkan, menyiapkan dan mendistribusikan). Apoteker mengontak dokter jika terjadi hal-hal yang tidak jelas terkait dengan resep dokter (dosis, nama obat, dsb) dan menjawab pertanyaan tentang informasi obat. Tidak ada diskusi lebih lanjut apakah obat telah memberikan hasil optimal kepada pasien.

Mestinya Apoteker tidak boleh puas hanya dengan stage tersebut, walau dianggap lebih aman secara professional. Apoteker perlu meningkatkan peranannya untuk mencapai pada stage 1.
b. Stage 1 (Professional Recognition)
Pada awalnya, usaha untuk meningkatkan frekuensi dan kualitas hubungan dokter-Apoteker cenderung unilateral, dengan Apoteker yang harus memulai. Apoteker perlu berusaha untuk membuat dokter menjadi paham tentang apa-apa yang bisa “disumbangkan” Apoteker terhadap pelayanan pasien, misalnya menunjukkan keahliannya dalam memberikan informasi obat yang up to date, memberikan alternative obat untuk kondisi-kondisi khusus pasien dan sebagainya. Dari situ dokter akan dapat membangun dasar kepercayaan dan menumbuhkan komitmen terhadap hubungan kerjasama terhadap Apoteker. Pada stage ini, komunikasi sering merupakan tantangan tersendiri. Jangan sampai terjadi miskomunikasi bahwa seolah-olah Apoteker akan “mengintervensi” wewenang dokter dalam memilih obat atau akan menjadi “polisi” yang akan mengawasi pengobatan oleh dokter. Justru perlu ditekankan bahwa Apoteker adalah mitra yang akan membantu dokter sesuai dengan kewenangannya, demi tercapainya pengobatan pasien yang optimal.

Pada stage ini dapat dirumuskan mengenai bentuk kerjasama, bagaimana cara komunikasinya, bagaimana protokolnya dan dibuat suatu kesepakatan.
c. Stage 2 (Exploration And Trial)
Setelah hubungan kerjasama disepakati untuk berlanjut, masuk pada stage ke 2. Pada stage ini partisipan (dokter dan Apoteker) akan menguji kekompakan, harapan, kepercayaan dan komitmen mereka terhadap hubungan kerjasama. Dokter mungkin akan memutuskan untuk merujuk pasien ke Apoteker untuk hal-hal yang terkait dengan obat, misalnya penyesuaian dosis dan konseling obat, dan mengevaluasi kompetensi Apoteker untuk memutuskan apakah kerjasama ini cukup bermanfaat dan dapat dilanjutkan. Sebaliknya Apoteker juda dapat menilai apakah dokter tersebut dapat diajak kerjasama yang positif. Pada fase ini, jika harapan dokter terhadap Apoteker terpenuhi, dokter akan memberikan kepercayaan terhadap Apoteker untuk meneruskan kerjasama untuk bersama-sama memberikan pelayanan yang terbaik kepada pasien. Sebaliknya jika harapan masing-masing tidak terpenuhi dari adanya hubugan ini, maka hubungan kerjasama mungkin akan berakhir.

Jika dokter dan Apoteker telah melihat dan mendapatkan manfaat kerjasama mereka dari stage exploration and trial, maka mereka dapat meningkatkan dan memperluas kerjasama professional tersebut sampai ke stage 3. 
d. Stage 3 (Professional Relationship Expansion)
Pada stage ini kuncinya adalah komunikasi, pengembangan norma / aturan yang disepakati, penilaian performance, dan resolusi konflik. Pada fase ini the exchange efforts masih belum seimbang, dengan Apoteker perlu secara kontinyu mengkomunikasikan mengenai manfaat bagi pasien yang mendapat pelayanan farmasi yang tepat. Jika performance Apoteker sesuai dengan eskpektasi dokter, dokter dan Apoteker secara pelan-pelan akan memantapkan lingkup dan kedalaman saling ketergantungan (interdependence) mereka. Tujuannya adalah memelihara atau meningkatkan kualitas pertukaran sehingga hubungan professional dapat terus dikembangkan. 
e. Stage 4 (Commitment to the Collaborative Working Relationship)
Kolaborasi akan semakin mungkin terwujud jika dokter telah melihat bahwa dengan adanya kerjasama dengan Apoteker resiko prektek pelayanannya menjadi lebih kecil, dan banyak nilai tambah yang diperoleh dari kepuasan pasien. Komitmen akan lebih mungkin tercapai jika usaha dan keinginan bekerjasama dari masing-masing pihak relative sama. Dokter akan mengandalkan pengetahuan dan keahlian Apoteker mengenai obat-obatan, sementara Apoteker akan bersandar pada informasi klinis yang diberikan oleh dokter ketika akan membantu memanage terapi pasien. Pada stage ini pertemuan tatap muka untik mendiskusikan masalah pasien, masalah-masalah pelayanan, dan hal-hal lain harus dijadwalkan serta bisa dikembangkan bersama tenaga kesehatan yang lain. Selain itu adanya komitmen kerjasama ini perlu diinformasikan kepada tenaga kesehatan yang lain sehingga mereka dapat turut terlibat didalamnya.
   
2. Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Obat
       Salah satu institusi penting terhadap obat dalam pelayanan kesehatan kepada masyarakat adalah Apotek. Gambaran umum masyarakat mengenai fungsi Apotek barangkali masih sebatas bahwa Apotek bertugas menyiapkan resep dan menjual obat-obatan. Lebih dari itu tampaknya hanya sebagian kecil masyarakat yang mengetahuinya. Persepsi tersebut menjadikan pasien sebagai konsumen tidak banyak mengerti akan hak-haknya terhadap pelayanan kefarmasian di Apotek.

       Ketidaktahuan pasien akan hak-haknya bisa membuat proses terapi menjadi tidak optimal. Pelayanan kesehatan kepada pasien sebagai konsumen akan berjalan efektif bila terjadi perimbangan kesadaran dan kepemahaman antara penyedia layanan dengan pihak pasien atau konsumen.
 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang mulai berlaku satu bulan sejak pengundangannya, yaitu 20 April 1999. pasal 1 butir 2 mendefinisikan konsumen sebagai “setiap orang pemakai barang / atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun mahluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”. Definisi ini sesuai dengan pengertian bahwa konsumen adalah end user I pengguna terakhir, tanpa si konsumen merupakan pembeli dari barang dan / atau jasa tersebut.

       Penyedia layanan berkewajiban mematuhi standart kerja / profesi, disisi lain masyarakat perlu sadar akan hak-haknya. Hak-hak paien sebagai konsumen telah diakui dan diatur dalam perundang-undangan, meskipun secara riil masih banyak masyarakat yang belum menyadarinya. Selanjutnya peaturan tersebut wajib diimplementasikan dalam setiap jenjang pelayanan kesehatan, tidak terkecuali untuk Apotek. Pelayanan kefarmasian diapotek saat ini telah mengalamai pergeseran. Dengan adanya standar kompetensi farmasi yang harus dipatuhi, pelayanan kefarmasian diapotek sebagai salah satu bagiannya, haruslah mendorong terpenuhinya hak-hak pasien dan keberhasilan terapi pada umumnya.
Hak-hak pasien sebagai konsumen menurut Undang-Undang Kesehatan no 23 tahun 1992 dalam bab Penjelasan dari pasal 53 ayat 2, hak-hak asien meliputi :

a) Hak untuk memperoleh informasi
b) Hak untul memberikan persetujuan
c) Hak atas rahasia kedokteran
d) Hak atas pendapat kedua (second opinion)
Apabila pasien mendapatkan obat untuk proses terapinya, maka mereka juga berkedudukan sebagai konsumen obat yang mendapatkan hak-hak menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Hak konsumen menurut pasal 5 UU Perlindungan Konsumen adalah :

a) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang / atau jasa.
b) Hak untuk memilih barang dan / atau jasa, serta mendapatkan barang dan / jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi, serat jaminan yang dijanjikan. 

c) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang / atau jasa.

d) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan / atau jasa yang digunakan.
e) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya untuk menyelesakan sengketa perlindungan konsumen.

f) Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen

g) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar, jujur, serta tidak diskriminatif.

h) Hak untuk mendapatkan kompnsasi, ganti rugi dan / atau penggantian, apabila barang / atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

       Pasien yang dating ke apotek untuk membeli obat atau menebus resep, dengan demikian memiliki hak-haknya  secara hukum baik sebagai pasien maupun konsumen. Oleh karena itu sudah menjadi kewajiban dari farmasis diapotek untuk dapat memenuhinya, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 23 Tahun 1992, yang menyatakan bahwa “tenaga kesehatan dalam melakukan tugasnya berkewajiban untuk memenuhi stardart profesi dan menghormati pasien”.

       Kini perhatian lebih tertuju pada bagaimana pasien mendapakan manfaat yang sebesar-besarnya dari obat, dan terhindar dari bahaya-bahaya penggunaan obat. Aspek-aspek yang dinilai penting dalam pelayanan kefarmasian yang berorientasi kepada pasien sebagai konsumen adalah ketepatan dalam pemilihan dan penyediaan obat, informasi obat, kepatuhan pasien, monitoring efek samping obat, dan evaluasi penggunaan obat pada pasien.

4.  Polemik Pembuatan Obat Racikan
       Polemik seputar bentuk sediaan puyer minimal memiliki 2 dimensi masalah yaitu proses pembuatan dan kerasionalan obat-obat yang ada didalamnya. Bila mengacu pada good pharmacy practice, apotek berdasarkan resep dokter yang diterimanya bertanggung jawab penuh dalam proses pembuatan puyer dan mengeluarkan jaminan terhadap kualitas termasuk stabilitasnya sehingga aman di konsumsi oleh pasien. Dengan mendudukkan masalah pada proporsi yang semestinya, polemic tentang puyer sebagai obat racikan menyadarkan bahwa pekerjaan kefarmasian memang perlu diatur lebih konkrit. Sesuai dengan pasal 63 Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan dikatakan bahwa pekerjaan kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu dan pemerintah perlu menetapkan perauran mengenai pelaksanaan pekerjaan kefarmasian.
       World Health Organization (WHO) memperbolehkan penggunaan puyer sebagai obat racikan. Sampai saat ini tidak pernah melarang suatu Negara untuk memberikan bentuk sediaan racikan berupa puyer. Bahkan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) beserta Menkes menilai bahwa penggunaan obat berupa racikan masih aman untuk dikonsumsi sepanjang dokter menuliskan resep yang rasional dan diracik dengan benar dan higienis oleh Apoteker.

Menkes juga mengatakan bahwa alasan obat racikan atau puyer masih digunakan di Indonesia antara lain :

a) Keterbatasan obat tidak cukup tersedia. Obat racikan adalah salah satu opsi selama pemberian dan pembuatan itu sesuai dengan prosedur, asalkan komposisinya rasional tidak melebihi jumlah yang diambilkan, tidak akan ada interaksi berbagai obat didalamnya.

b) Untuk anak memang banyak yang menggunakan puyer puyer, tapi tidak hanya dokter anak yang memberikan racikan, dokter dewasa juga membuat racikan  dan bedanya cara membuatnya dalam bentuk campuran dan dibuat dalam bentuk kapsul.
c) Alasan dokter membuat racikan dikarenakan jika anak bisa lebih leluasa menentukan dosis yang tepat sesuai kondisi penyakit, usia, dan berat badan anak.

Menurut ilmu farmasi.com pernyataan menkes sudah tepat karena sejalan dengan konsep pengobatan terkini yang menganut prinsip dosis individual, karena setiap individu itu berbeda maka dosis yang diberikan juga bersifat individual.

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

       Sebagai seorang Apoteker dalam menjalankan tugas sehari-hari harus bersungguh-sungguh untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien sesuai dengan tugas, fungsi, hak dan kewajiban serta kewenangan yang diberikan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, pada hakekatnya Apoteker adalah suatu profesi yang mengabdi kepada manusia dan kemanusiaan yang atinya seorang Apoteker harus lebih mendahulukan kepentingan kesehatan masyarakat diatas kepentingannya sendiri. Hal tersebut merupakan modal utama bagi seorang Apoteker agar dapat memberikan pelayanan kesehatan kepada individu, keluarga dan masyarakat.

       Untuk itu dalam memberikan pelayanan kesehatan agar dapat berhasil guna dan tepat guna, Apoteker harus :

a. Dalam memberikan pelayanan kesehatan hendaknya senantiasa menempatkan kesehatan dan kesejahteraan pasien sebagai tujuan utama.

b. Mentaati peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan praktek dalam profesi tersebut dan etika tentang penyaluran sediaan farmasi terutama obat keras dan obat-obatan yang dilarang peredarannya secara bebas.

c. Berperan penting dalam menjamin penggunaan obatterhadap konsumen sesuai dengan indikasi, efektif, aman dan terjangkau oleh pasien melalui penerapan pengetahuan, keahlian dan keterampilan.
       Jika seorang Apoteker baik dengan sengaja maupun tidak sengaja  melanggar atau tidak memenuhi Undang-Undang Kesehatan, maka Apoteker wajib mengakui dan menerima sanksi dari pemerintah, dan mempertanggungjawabkannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan adanya hal tersebut merupakan paying hukum bagi seorang Farmasis di dalam melaksanakan pelayanan kesehatan kepada pasien.

2. Saran

       Dengan terselesainya skripsi karya tulis ini, saya sebagai penulis menyadari bahwa skripsi karya tulis ini masih jauh dari kesempurnaan. Maka dari itu,saya sangat memerlukan kritik dan saran dari Bapak / Ibu dosen pembimbing serta pihak-pihak lain yang bersifat membangun demi memperbaiki skripsi karya tulis ini.
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